BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya

manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas
Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan
pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan
dan pelatihan dalam bentuk pemberian tugas belajar,
pelatihan, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya, yang
dilakukan secara selektif, objektif, akuntabel dan
transparan;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang
Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil pada
Pemerintah Kabupaten Buleleng yang mengikuti pendidikan
Tugas Belajar/Kursus/Penataran/Pelatihan, sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu
ditinjau,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai
Negeri Sipil;

.
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Menetapkan

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

T g RGpublk Indoncya Teum 2020 nomo

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun
2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri

Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
L127);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB 1
KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Bupati adalah Bupati Buleleng.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah. 'I



L
"

penataran,;

bimbingan teknis;

sosialisasi; dan/atau

jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan

klasikal lainnya.

Pasal 7

(1) Bentuk Pengembangan Kompetensi PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan melalui kegiatan

yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja

dan/atau pembelajaran di luar kelas.

(2) Bentuk Pengembangan Kompetensi PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur :

a.

=

=

= R

3:

k.

L

coaching;

mentoring;

e-learning,

pelatihan jarak jauh;

detasering (secondment);

pembelajaran alam terbuka (outbond);

patok banding (benchmarking);

pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan
usaha milik negara/ badan usaha milik Daerah;
belajar mandiri (self development);

komunitas belajar (community of practices);
bimbingan di tempat kerja;

magang/ praktik kerja; dan

m. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan

nonklasikal lainnya.

Pasal 8

Bentuk dan jalur Pengembangan Kompetensi PNS sebagaimana

tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

Pasal 9

Tugas Belajar bagi PNS harus memenubhi syarat sebagai berikut :

a.

memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak

diangkat sebagai PNS;

memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan

masa pendidikan dan masa Ikatan Dinas, dengan ketentuan

paling kurang :

1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas
usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang
diberhentikan dari jabatan; atau

2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas
usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak
diberhentikan dari jabatan.

memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling

rendah dengan predikat baik;

sehat jasmani dan rohani;

tidak sedang :

1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak
pidana;

2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau
hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
atau

3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau
menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

tidak pernah :

1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang
dalam 1 (satu) tahun terakhir;

2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam
1 (satu) tahun terakhir; atau

3. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalam
waktu 2 (dua) tahun terakhir;

ot



g.

(1)

(2)

program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas
Belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan:
1. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah
Daerah;
2. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau
profesi;
3. memiliki akreditasi paling rendah:
a) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi
program studi Perguruan Tinggi dalam negeri; atau
b) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program
studi Perguruan Tinggi dalam negeri yang belum
memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan
Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di
bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan
teknologi.
mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti seleksi masuk
Perguruan Tinggi dari Bupati yang diusulkan oleh Kepala
Perangkat Daerah dan diajukan melalui Perangkat Daerah
yang membidangi urusan pemerintahan kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia;
telah dinyatakan lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi yang
disetujui sesuai rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
huruf h; dan
menandatangani perjanjian pemberian Tugas Belajar dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 10
Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada Perguruan Tinggi
dalam negeri dan/atau Perguruan Tinggi luar negeri.
Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:



a. Perguruan Tinggi negeri;
b. Perguruan Tinggi kedinasan; dan/ atau
c. Perguruan Tinggi swasta.

(3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi
dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau
sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin / persetujuan
penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan
teknologi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui
oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang

pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 11
PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar
diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12
Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu,
sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku

pada masing-masing Perguruan Tinggi.

Pasal 13

(1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling
banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan kriteria:

a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/
atau



c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu

karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan

PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.

(3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan
dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh

pejabat/ instansi yang berwenang.

(4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan
jangka waktu Tugas Belajar.

(5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar
setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut
status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Pasal 14
PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara

berturut-turut.

Pasal 15
PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk paling banyak 1
(satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. mendapat persetujuan Bupati;
b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau
setara;
c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas
Belajar; dan
d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan

Tugas Belajar.

Pasal 16
Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf
a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Instansi.



BAB V
KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Pasal 17

(1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk Jjangka waktu lebih

dari 6 (enam ) bulan diberhentikan dari jabatannya.

(2) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan

dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak
diberhentikan dari jabatan dalam hal :
1. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan

2. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang
dijalani.

BAB V1

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Pasal 18

PNS Tugas Belajar memiliki hak sebagai berikut :

a.

PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan
penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat
mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan; dan

PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, tidak berhak menuntut kenaikan
pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 19

PNS Tugas Belajar memiliki kewajiban sebagai berikut :

a. PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian

Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor
kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi

urusan pemerintahan kepegawaian dan pengembangan

ﬂ.

\



sumber daya manusia paling lambat 15 (lima belas) hari kerja

sejak berakhirnya masa Tugas Belajar;

PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib

melaksanakan Ikatan Dinas selama :

1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS
yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari
Jabatannya;

2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS
yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan
dari jabatannya; dan

3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS
yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang
diberhentikan dari jabatannya.

selama menjalani lkatan Dinas, PNS tidak diperkenankan

mengajukan pengunduran diri sebagai PNS;

PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak

diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan

dinas;

Kewajiban melaksanakan lkatan Dinas sebagaimana

dimaksud pada huruf c¢ berakhir pada saat jangka waktu

ikatan dinas telah terpenuhi, mencapai batas usia pensiun
atau diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan;

PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan,

wajib melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud

pada huruf ¢ secara kumulatif; dan

PNS Tugas Belajar yang pembiayaannya bersumber dari

Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi kewajiban

melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada

huruf ¢, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama

masa Tugas Belajar kepada Pemerintah Daerah.



(1)

BAB VII
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 20

Pimpinan wunit kerja dapat mengusulkan pembatalan
penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya
kepada Bupati, dengan disertai alasan pembatalan dan data
dukung yang diperlukan.

(2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada

(1)

ayat (1), antara lain :

a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat

pemberian Tugas Belajar;

b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara
atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan

hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;

c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses
pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan
kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian

keuangan negara;

d.PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat
pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah
ditentukan tanpa alasan yang sah; dan

e. PNS vyang  Dbersangkutan mengajukan permohonan
pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar.

Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf ¢, hasil
pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang
bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Pasal 21

Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian
pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit

i



kerjanya kepada Bupati, dengan disertai alasan penghentian
dan data dukung yang diperlukan.

Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

antara lain :

a.PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena
keadaan kahar;

b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim
penguji  kesehatan sehingga tidak memungkinkan
menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu

yang ditentukan;

c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar
berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara

Tugas Belajar;

d.PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas
Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh

instansinya; dan

e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Pengembangan Kompetensi PNS melalui Tugas

Belajar dan pelatihan dapat bersumber dari :

a.
b.

e

(1)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan dan/atau;

biaya mandiri.

Pasal 23
PNS yang ditetapkan untuk Tugas Belajar, dapat diberikan
Bantuan Biaya pendidikan sesuai dengan jenjang
pendidikannya.

-
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(2)

(3)

(5)

Bantuan Biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. biaya hidup dan biaya operasional:

b. uang buku dan referensi;

c. biaya pendidikan;

d. biaya penelitian; dan

e. biaya penyusunan laporan akhir/skripsi/ tesis/disertasi.

Bantuan Biaya pendidikan Tugas Belajar yang pembiayaannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, dan
huruf ¢, nilai dan mekanismenya ditentukan oleh pihak

pemberi bantuan dana.

Bantuan Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah

Daerah.

Besarnya Bantuan Biaya pendidikan yang bersumber dari
APBD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

int.

Pasal 24

Bantuan Biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. biaya hidup dan biaya operasional dibayarkan secara lumpsum;

b. uang buku dan referensi dibayarkan sesuai dengan biaya riil
dan tidak melebihi standar;

c. biaya pendidikan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak
melebihi standar;

d. biaya penelitian dibayarkan secara lumpsum; dan

. blaya  penyusunan laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi

dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 25

Dalam kondisi adanya kebijakan Pemerintah Daerah vang

menyebabkan tidak dapat membiayai pelaksanaan Tugas Belajar

—2



PNS yang sedang berlangsung, maka ketentuan pembiayaan
Tugas Belajar sebagai berikut :

a. pembiayaan dapat dihentikan sementara: atau
pembiayaan dapat dialihkan menjadi pembiayaan yang
bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat atau

biaya mandiri.

Pasal 26
Dalam hal pendidikan Tugas Belajar yang dibiayai oleh
Pemerintah Daerah, PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas
Belajar atas dasar kelalaiannya sendiri, maka :
a. yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh bantuan
pembiayaan Tugas Belajar kepada Pemerintah Daerah; dan
b. yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin,

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27
(1) Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.
(2) Apabila terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum
dilaksanakan, maka pelaksanaanya berdasarkan ketentuan

yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 28
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan
Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Mengikuti Pendidikan Tugas
Belajar/Kursus/Penataran/Pelatihan (Berita Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2019 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

pg.



Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
dg tanggal 20 Juni 2022
ATLBULELENG,

AGUS SURADNYANA L

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 20 Juni 2022

SEKWR}\H KABUPATEN BULELENG,

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 39



uejeqel uejeredsiad

uejeqel yajo uexjeredsiadi(q °

3uepiq reueleuew sIuya)
1suajeduIoy Iynuawaw
ynjun gNd nje[uaad
dexis uep uepduwreroalay|

rensos el1oy uepiq reusfeuewr reusfeuewr ‘aenyejaduad
stuye) 1susjadwoy ueynuawiod s1u3a) 1suajedwoy ueduelussay - uejeyduruad urerdoid [eusfeuewr ueynedd | ‘¢
"JISUIIUI BIBOIS
uerefejoquuiad sasoud
133un mrejow veurdwruadoy
yiqa[ 3ueA uejeqel npnpuaw 1suajadwos] Iynuawsuw
133un yiqoy Suek uejeqel | /iourey uejexduruad ueyisyasdoadiq - ymun SNd hyequred
npnpusw neje uejeqel uejeredsiad uejeqel yajo uesyeredsiadi(q - dexis uep ‘uepidureralay
rensas eAep 1aquns uep ueelroxad reueleuew ‘uenyeladuad ueurdwruados
ueejoaduad 1suajedwoy UBYNUIWSJ suajeduroy uedueluasay - ueyesduruad weidoid [eInyxnals ueynedd | 1
[BHISE3] UBYDE[dd | |
ueydereyiq 3uej 1seH ueduequniod I1Bse( 1sdirsa(g ueBuBquagUaq ON
: ’ : T Jnrep uep ynjuag

TIdIS TAHEDEN IVMVDUd ISNHLHdINOXM NVONVHENHEDNHEd dNTV NVA MNLNHE

TIdIS RIFDAN IVMVDHEJ 1DVd
ISNHLHdINOX NVONVHWNIDNHd
DONV.INHL

¢20T NNHVL 6£ dO0NON
DNHTHEING ILVdNE NVANLVAHd
I NVIIdINV]




SNd n¥equad deyrs uep ueniduweislay
‘venyeeduad ueyniIngay uBynuUIwWag

reanimnsy
rersos 1suajadwioy 31ex19) SNd
nye[uad deis uep uepiduwess)sy
neje/uep uenyejaduad

jrex19] isuajodwoy ueduelussay ©

1suajeduwoy Iynuauwaus
yryun gNd najequad
desis uep ‘ueridurensy
‘uenyeiladuad
uejeyduruad weidord

[eInjny [e1sos ueynedd

Ar uBynIngay uejnun)
rensas uedureras ueesenduad
neje/uep uenyeladad ueynusawag

JoLrey
ueduequoduad uesisyasoxdiq "o
uejeqel yajo ueyieredsiadiqg 'q
reuorsguny
1suajoduwioy ueduelussay B

Jisusyut

BIRO9S uerelejaquiad
sasoad mreaw 4 ueduap
e} 3ued sedn) 3uepiq
1suajedwoy] Iynuarowt
}njun §Nd npe[ued
dexis uep ‘vendurenay
‘aenyejeduad
uejeyduruad weidoid

reuorsguny ueyneed

el1ay Suepiq uep uejeqel ueyningay
ueynjun) rensas eliay 3uepiq
muesqns ueesenduad ueynuawag

sIu¥9) 1Isuajaduwoy uedue(uasoy
uep eliouny ueduelussay vAuepy 0
uejeqel yajo uexjeredsiadiq 'q
s1ux2} 1suajadwoy uedueluasay e

‘JISUIUI BIBOIS
uereleraquad sasoxd
mrepw el1ay Suepiq

Jmueisqns ueesenduad
1Isudjedwoy Iynuauwour
ynjun SNd nyequad
desqis uep ‘uepidurer;ay
‘aenyejaduad
uejey8uruad weadoig

STUX9) UByne[ad

‘JIsuur
eIE09s ueIelepoquad
sasoad myejow elioy




SNd Jourey uegduequaduad

13eq neje elioun] uexjeduiuow
Jnjun nieq api/IsvAjow
ueyiseydusw jedep Suei nieq
uendure1919y neje/uep uenyelasusd

SNd Jourey ueSuequiagduad "0
eArexesjo] neye doysyiom idol
rensas ueriduresslay /uenyejaduad
Irex19} 1suajeduroy uedueluasay 'q
elrouny ueduelussay 'e

Jmun ur uejeiday snyoy
‘1siyead /rexed ysjo
ueNLIaqIp SueA JoLrey
uep eloun] usyexduruad
TexI) 1Isudjaduwioy]
uexyeyduruowl

Jynjun Yerujr uenusliag

BAIENBYO]
neye doysylom

SNd Isurey ueduequaguad

13eq neje elloun] ueyjexduruaw
¥}rnjun nreq api/seanow
ueyseydusw jedep Suek nreq
uendurea}ay nNeje/uep uenyeladuod

SNd Jourey usduequiaduadd ‘O
UBYOSEJES /ISUIIIJUOY
Jreurwas ¥1doy rensss ueidurenay
neje/uep uenyejaduad

rex19} 1suajeduwioy uedueluasay 'q

eliourny ueduelussay ‘B

"Tun{te) uenyeiaduad
mreqradwaw jnjun

Ut uejersdad] snoy ‘SNd
Jorrey ueduequaguad
ueyningay neje sesn)
Buepiq ueduop ueAs[al
Sue4 njuolia) reniye
duepiq 1p ueyeeseuLad
njens reusduaw

1[ye ered yedepuad
yorosadwaw ynjun
1s13ead /rexed yao
ueyLIaqIp SueA IoLrey
uep elioun] uejexduiuad
JTesI9) 1suladuwioy
ueyjeyduruaw

ynjun Yerw|l uenuoliod

uByoSBIES
/1SU213jUoy /TRUTWIIE

uejeqel uejereisiod 'q

‘JISU2]UL BIRIIS
uerefejoquiad sosoad
Mye[ew [eInjjny [eisos




el1ay

wrerep njuslia) suepiq

urefep SNd 1e1etey
uep uenyejaduad

Suepiq ueinjunj rensas SN JI91erey SNd 1o1res ueSuequioduad g uesjex3uIuaw ynjun
uep uenyeladuad ueleqsuIusd elrours] uedueluasay] & uerelejoquiad ueje1day uelejeudd

‘TeuLIo} uou edequia|

Ya[o ueLIaqIp vAueseiq

SNd Jourey ueduequiaduad SNd Jorrey ueduequoldusd 0| uep ‘exdurs jieal Suek

18eq neje elroury uexleyduruoul uendweiaoy njxem werep uepidurenay

ynjun nieq a2pi/iseanowt neje/uep uenyejaduad neje uenyeladuad

ueyiseyduow jedep SueA nieq J1ey19] 1Isuajaduwoy ueduelussay 'q njens jrex.al
ueridure1ajoy neje/uep uenyejaduad elroury uedueluassay ‘e uereleroquiod uejerday] snsany

ynpoid ueressaiuad
urerep sned ynfumed
ueduap unsidueyioq
ueleIdoy BuIe[es Njualial
ynpoad ueyisey3usaw
ynjun elesad

epedoas] uesednuad
uesLIaquIIW ueduap
Jaurey ueduequaguad
ueynINgoy

neje sedn) suepiq
ueduap ueas[al Fuek
niusalia) uenyeladuad
ueyeydurusw




"HIp
1susjod ueyrewindodusw
ue3uap ueyereseurrad

Jarrey ueduequagduad ueyedouwauw

ueredeouad neje ueelioxod uendureway

ueresa[oAuad wrerep nueq opr/iseanow | Jatres ueSuequeBued weyningay 'q uereyaquad mrejot

ueyiseyduaw jedep ueA nieq ueynualoy neje Jueiny| 1ISeAnow el1ours] uejesduiuad
uepiduresalay neje/uep uenyeladuad eUAIEY 1093 elroun] uedueluasay] e ueduIquIIquIad bunyono) | 1
TEXISE[Y UON UByne[ad | ‘Il

"SNd

yo[o neleyrp ‘rureyedip

‘reusxIp Yiqojf rpefuaw

Tege uexeliqoy neje/uep

elioy 3ueplq uejNIUN] rENSss uenyejaduad njensas

ueseliqay neje/uep uenyejaduad SNd Jotrey] ueduequiaguad ueyeyeleisewow
njens eped uenyeja8uad ueleyduIusg /isesiuedio ueyningay| Fynjun yenujr ueyeiday] ISBeSI[e1sOS | 'I1

el1ay
Suepiq ueinNIun] rensos SNd l191NeIey
uep uenyejaduad uejesduiuag

SNd Jourey ueduequiaduad 'O
1suajaduwoy uedueluasay] 'q
elrouny uedueluasay B

"STUN9]

uep snsnyy 1ejisiaq
Fuel yeresew /uereosiad
ueyreso[sAuawl ynjun
uenjueq UeyLIaquUIauI
eyduel werep
uerelejoquiad ueyeId3ay]

STUN9) wedulquirg

01

‘1sestuedio elioury
uejesduruad exdued




eAunuaq

Jowrey ueduequiafuad 13eq neje elioy
uenduwe1alay ueyie3UIUSW JYNjun
rnreq api/IseAnjow ueyjiseyduow
Jedep 3ued nreq uenyejodusd

SNd JoLrey ueduequiagduad °

uendureraay /uenyela8uad

1resio) iIsusjadwoy uedueluasay *
elrouny ueBueluasay °

‘ynel yesel Bieoss
ueynejad ereddusjadiuad
yojo npuedip uegduap
ININNIISIS) BIBDIS
uerefefoquiad sosoid

ynefl srerel uegnerdd

rvAun{iiaq Jotrey ueduequoduad

13eq neje eliouny ueyIEsSUIULSW Jnjun
nieq 9pi/1seAanjows uesiseydusur
jedep Bued nieq uenyejsSuag

el1o 3uepiq uep uejeqel ueinuny
rensos siuya) 1suajadwoy UBYNUIWJ

SNd Jo1rey ueduequaduad °

buiuuma)-9 sasoid nnyidusw
1suajedwoy uep uedersay

{Iruwew uenyduesiaq duek gNd

stuye)
uenidurersjas] uep uenyejaduad

rex1a) isuajeduroy uedueluasay

“elroury uereqduruad
uep ueselejoquiad
uenny redeousus
}NJuUn ISENIUNWo
uep ISBULIOJUT
13ojouxo) ueeundduad
uesrewndoduatu
uelduop ueyne[ad ymuaq
urefep ueyeuesyerp
duek gNd 1suazeduwioy
ueduequiadusad

Bunuva)-ig

ueelioyad

ueresapoAuad werep nreq uewereduad
ueynfng uep stuya] uenyejaduad
ueyiseysusw yedep duek nreq
uenidurela}as neje/uep uenyeiaduad

Jarres] ueduequoduad veymINgay *

ueweeduad
uep uernueay /uendweialoy
gueiny euarey

188un Suek elioury ueduelussay]

“eures 3ued duepiq
eped ueurereduadiaq
yrgqop suek

Sueso wep uendurerd)osy
uep uewreresuad
‘aenyejaduad

J9JsuelI] INfe[aw

eliouny ueyeyduruad
uedurquIquad

buuoyuaspy




sedn) ueresajaduad
urerep dexrs uep uendurers)ay
‘uenyeleduad uejesdurusg

uejeqel sedny
ueressfaAuad urerep vendwreway
ueyesduiuad 1Beq uesniradi(q

"stua(as ynsuaeIRY
reAunduwowr Suek

ure[ Isesiuesio uejerdoy
njens mynsusatu

uep uey3urpuequUIsW
BIeD UB3uap Isuajadios]
ueyduequiaduaw

¥ynjun uejerday]

(Bunyapungouaq)
8urpueq 3yojed

el1o3 uepiq ueinjumny
uep re[iu-re[iu uedusp UBNIENSIsSIp
SNd Ia)3esey ueduequiaduad

SNd sejisedey usduequia8uad
uep 1sesiuesio ueyningay

"BUIBSIaq UB[ISBYJIIQIN
uep ‘1d1ouls
‘ewres vl1oy ueiad
eAudunuad reuewaw "q
ure] Suelo uep LIp
13eq UB[ISEYISQIY Uep
ueyifeqay reuewIaw
UBBWES.Iq I
Jeduewas
unguequawl wWerep
1Isusjod uepinfunusw e
ndurewr gNJ ITede
uexyeserp Suek Isenuis
myeour uelelejaquiag

(puogino) exnqiay
wrefe uerelepquiag

nreq el1ay jiun eped
uedueiue) wedueusw isudjaduwoy
uejesduruad uep ueurejedusg

nieq sesiuedio

/yun dnsBur] 9y §Nd 1rep

uewereduad uep (ys) uenyeay
‘abpaymoury fo uafsuv.y ueyningay ‘q

BIRJUSWIAS ISUIP uese Suek uejeqel
rensas suajodwoy uesruaday] B

"NIUa}I)

nyyem exsuel ynjun
yedwa) nyens eped SNd
uejedwouad /uesednuag

(puawpuooas) Fureseia(g




duedew [eliay ynserd yedwayip
ueelioxad uerussyead [ISBY NJUSII]
duepiq ueryes] neje ueure[eduad

elrauny ueduelussay 'q
dunsFuer yai3esd ueynIOWoW
duel stuxa) 1suajedwioy

rexa9) isusjedwoy ueduelussay ‘e

LIIp uesjeqrow ueduap
uendurerd}ay resenguowa
uep yaroraduwawr ynjun
uerelejequiad saesoig

el1oy yiread /3uelde

Ll

BUWES-BUESIaq
ereoos deyis uep uendurers)ay
‘wenywieduad ueleq3UIUYg

‘uejeqel sedn
ueresaaiuad urerep uendureway
uejeysuruad 13eq uesnprodi(

‘ueielfejoquiad sosoad
elurpel1s Suolopusw
eFBuryes gNd nyjeqrad
desjis uep ‘uendurersjay
‘uenyejaduad 18eqiaq
H}njun ueydunjunduaur
urres uenfny ruzow
Sued gNd 8ueio edeiagaq
uvendwnyiod nyens
yerepe 1efejaq sejiunuioy]

Bunyiomyau /saongovad
Anunuwwuoo [ referoq
SBjIunwoy|

01

sedn) ueresaaluad
werep dexis uepuedwelsjo
‘aenyeladuad ueje3urusg

uejeqel sed3m
ueressjeiuad weep uenduwreway
uejesduruad @deq uexnpiodig

‘BIposIa) uek
ueeselejoquad Joquuns
ueyjeejUBWOW UB3UIP

LIpuew BIB9S sasoxd
myepaw eAursusjaduwoy
ueyduequadusw ynjun
SNd npiaiput ededn

(ruawdojanap
J12s) upuew referog

eAUINYLIaq Jorres ueduequagduad 13eq
neje elioy uvendureislsy ueyieysuruaw
ynjun nreq api /iIseAnowl UeNJIIye[ouw
jedep Bued nreq uenyeladuag

‘el1ey Suepiq uep uejeqel ueinjung
rensos 1suajadiuoy ueynuawad

SNd tourey ueduequiaguad
/1sestuedio ueyningay ‘o

fouajadwoo 1fos

uep uendureraay /uenyeiaduad
1rexaa) 1Isuajadwoy ueduelussay] 'q
elroury ueSuelussay] e

‘1suajeduwoy] uejeredsiod
uedusp rensas BJsems
10339 TP NuU2313) uvreqel
Dnpnpusaw jynjun

SNd epeday uejedwosay]

yelsep

AW ByEST UBpEq
/ere8au I vyesn
uepeq /ejsems remedad
uegdusp SNd ueIeyNIIg




‘Buedew /el1ay yryead
SNd se8ny Suepiq ueduap
ueasjas 3ued 1sduny

uep sesdn) BIruaur

duef jilun yerepe

8uedew yedway, ‘(fuiop
Aq Bunuvap) ny ueeliaxyad
wrerep idureia) yepns
Fuek 3uero ynlfunjad
ueduop neje edue)
ueeliasod sosoid urerep




LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
Nomor : ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di

bawah ini :

II.

Nama
NIP
Jabatan
Alamat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Buleleng, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama
NIP
Jabatan
Alamat

dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Perjanjian ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
(1) Bahwa Pengembangan Kompetensi PNS dapat dilaksanakan melalui

program Tugas Belajar PNS;

(2) Bahwa PIHAK KEDUA melaksanakan Tugas Belajar PNS pada Program

Studi - dengan peringkat akreditasi s pada Sekolah
Tinggi/Institut/Universitas ... selama ... {...) tahun mulai tanggal ... di ..
yang seluruh biaya pendidikannya ditanggung oleh ....

"2



Berdasarkan hal tersebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam

Program Tugas Belajar PNS dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU menyetujui pelaksanaan program Tugas Belajar PIHAK
KEDUA dengan pembiayaan yang bersumber dari ... sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan menetapkan pelaksanaan Program Tugas
Belajar PNS dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 2

PIHAK KEDUA memiliki kewajiban :

(1) melaksanakan Program Tugas Belajar dengan sebaik-sebaiknya dari awal
hingga selesai dalam bidang yang telah ditentukan;

(2) menyelesaikan Program Tugas Belajar sesuai dengan target waktu yang
telah ditentukan;

(3) menyampaikan laporan hasil pendidikan secara periodik per semester
kepada PIHAK KESATU;

(4) melaksanakan ikatan dinas setelah menyelesaikan program Tugas Belajar
PNS;

Pasal 3
PIHAK KEDUA memiliki hak :
(1) memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;
(2) mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

Pasal 4

(1) Selama melaksanakan Tugas Belajar PNS, PIHAK KEDUA tidak
diperkenankan untuk pindah program studi yang telah ditentukan tanpa
persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU;

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan sebagaimana tersebut
pada ayat (1) dari Pasal ini, maka PIHAK KESATU dapat memberhentikan
PIHAK KEDUA dari Program Tugas Belajar ini dan selanjutnya diberikan
sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang
tersebut dalam Pasal 2 perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dapat

t’{.



memberikan sanksi sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 6

PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu
Tugas Belajar kepada PIHAK KESATU paling banyak 2 (dua) semester atau 1
(satu) tahun;

Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan dikemudian
hari oleh PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 8
(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK
sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

Pasal 8

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di ... pada
hari, tanggal, bulan dan tahun seperti diatas tanpa ada paksaan dari pihak
manapun dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
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